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ABSTRAK

Moderasi beragama sebagai salah satu program deradikalisasi keagamaan
yang dirumuskan pemerintah Indonesia, pada wilayah publik memunculkan
kekhawatiran dari sejumlah kelompok, bahwa negara akan mengintervensi dan
membatasi kehidupan beragama di ruang publik. Berpijak pada realitas tersebut,
meminjam tilikan Peter Mandaville dan Melissa Nazell, negara berpotensi
menggunakan tokoh agama sebagai alat untuk menetralisir radikalisme. Tesis ini
berusaha mengkaji relasi kuasa dalam program moderasi beragama yang dibangun
mulai dari dataran ide hingga praksis. Tesis ini akan menjawab beberapa
pertanyaan penting: (a) mengapa negara berkepentingan untuk menjadikan
moderasi beragama sebagai program nasional? (b) bagaimana konstruksi narasi
resmi moderasi beragama? (c) bagaimana relasi kuasa dalam narasi resmi
moderasi beragama?

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut
adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan Praksis Sosial Pierre
Bourdieu. Riset ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama muncul karena
meningkatnya radikalisasi keagamaan yang ditandai oleh terorisme, politik
syariat, penolakan terhadap liberalisme Islam, gerakan 212, serta tumbuh
suburnya hate speech atas nama agama. Kementerian Agama sebagai leading
sector membangun narasi bahwa moderasi beragama dapat terejawantah melalui
sikap-sikap: menerima konstitusi, membudayakan toleransi, merawat budaya
damai anti-kekerasan, serta menerima budaya indigenos. Perlu dicatat bahwa ini
adalah representasi dari dua ormas keagamaan Islam, NU dan Muhammadiyah,
yang pada dataran praktis keduanya memang ditempatkan sebagai pilar moderasi
beragama. Kendati demikian, keberhasilan NU untuk membangun aliansi dengan
pemerintahan Joko Widodo berdampak pada ditempatkannya NU sebagai aktor
utama soft power deradikalisasi keagamaan. Negara memberikan ruang yang lebih
besar mulai dari penyusunan dokumen resmi hingga proses diseminasi moderasi
beragama.

Kata Kunci: Deradikalisasi Keagamaan, Moderasi Beragama, Negara
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi beragama menjadi diskursus baru yang mengemuka dan menjadi
sorotan publik. Gerakan 212 yang dibarengi dengan menguatnya islamisme,*
membawa implikasi negatif pada kegelisahan psikologi sosial dalam sistem
demokrasi Indonesia.? Pergeseran spektrum keagamaan yang cenderung
menempatkan Islam vis a vis Pancasila dan maraknya ragam kekerasan dengan
mengatasnamakan agama,® seakan menjadi petanda pembalikan wajah Islam
Indonesia. Berdasar Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan yang dirilis
Kementerian Agama pada 2018,* isu-isu yang mengemuka umumnya berkait-
kelindan dengan aliran, paham, gerakan keagamaan yang selanjutnya menggeret
sejumlah konflik.®> Peristiwa peledakan bom bunuh diri (Surabaya, 2018) yang

bertempat di gereja dan markas polisi menjadi satu sampel yang menghadirkan

!Banyak pihak menengarai aksi 212 menjadi puncak konservatisme Islam Indonesia.
Demonstrasi kolosal (2016) di Monumen Nasional, Jakarta yang digawangi Rizieq Shihab (imam
besar Front Pembela Islam), diikuti dan diamini hampir seluruh organisasi Islam--baik secara
individu maupun organisasi. Rizieq menggaungkan perlunya Indonesia menjadi NKRI Bersyariah,
yang kembali diperkuatnya pada reuni 212 pada 2017. Di sini para sarjana dan pengamat menilai
adanya indikasi perubahan peta Islam Indonesia menuju islamis. Denny JA, NKRI Bersyariah atau
Ruang Publik yang Manusiawi? (Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019), 1.

2Abdul Malik dan Busrah, ‘Relasi Pemerintah dan Akademisi dalam Isu Moderasi
Beragama di Indonesia’, Substantia, 23.2 (2021), 121.

3Ismatu Ropi, ‘Kata Pengantar’, dalam Konstruksi Moderasi Beragama, Catatan Guru
Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2021), ix.

“Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 9 (Jakarta, 2018).

SKementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2019), 59.



stigma negatif terhadap umat Islam sebagai aktor aksi terorisme.® Jika dirunut
lebih jauh, semenjak reformasi bergulir, aksi terorisme di Indonesia relatif
semakin meningkat. Pada rentang tahun 2000-2009, aksi teror berlatar agama
memakan 286 korban jiwa dan melukai lebih dari 700 orang.” Di luar negara-
negara Timur Tengah dan Asia Selatan seperti Afghanistan dan Pakistan,
Indonesia menjadi salah satu negara paling terdampak aksi terorisme. Di antara
teror yang paling strategis adalah bom Bali | (2002), bom kantor Kedutaan Besar
Australia (2004), bom Bali Il (2005), bom Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton,
Jakarta (2009).8

Di samping terorisme, perkembangan kasus intoleransi tidak kalah
maraknya. Tercatat beberapa kekerasan berlatar agama, seperti kasus Cikeusik,
Pandeglang (yang melibatkan Ahmadiyah sebagai korban), kekerasan di
Temanggung (yang melibatkan pembakaran dan perusakan gereja), dan insiden
pengiriman bom-bom buku, serta bom bunuh diri di Masjid Mapolres Kota
Cirebon.® Di sejumlah daerah, kelompok muslim absolutis kerap menghambat
pembangunan gereja yang sebenarnya telah mendapat izin pembangunan.®
Dengan wajah demikian, agama seakan punya dua potensi paradoksal; sumber

perdamaian sekaligus konflik. Agama menghidupkan kemanusiaan, dan pada saat

®Mohamad Abdul Cholig, ‘Aplikasi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam
Buku Wasatiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama Karya M. Quraish Shihab’ (Uin
Sunan Ampel Surabaya, 2022), 10.

Petrus R. Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh
Akar Rumput (Jakarta: YPKIK, 2010), 42-43.

8Muhammad AS. Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia
Membendung Radikalisme (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), 69.

®Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat, 70.

Cherian George, Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan
Ancamannya Bagi Demokrasi, ed. Tim PUSAD Paramadina dan 1IS UGM (Jakarta: PUSAD
Yayasan Paramadina, 2017), 146.



yang sama membunuhnya.!! Wajah baru Reformasi ini dikontraskan dengan
“wajah Islam yang tersenyum” pada masa Orde Baru; diskursus keislaman yang
toleran dan terbuka sebagaimana dihadirkan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish
Madjid.t?

Pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan beragam strategi
penanganan melalui pendekatan hard power. Megawati menandatangani dua
ketetapan darurat anti-terorisme dengan memberikan wewenang untuk menangkap
tersangka teroris berdasar informasi intelijen dan menahannya selama seminggu
tanpa dakwaan, atau lebih lama jika dibenarkan intelijen. Indikator penting dari
tekad pemerintah adalah keputusannya menangkap Ba’asyir atas tuduhan
pemberontakan dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Pada Mei 2002, pemimpin
Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib ditangkap dengan dakwaan menghasut
kekerasan agama dan membuat ancaman publik terhadap presiden. Penangkapan
tersebut menuai protes dari beberapa partai politik keislaman dan organisasi Islam
radikal seperti KISDI dan DDII. Peristiwa penting partisipasi Indonesia melawan
terorisme adalah penangkapan dan pemindahan Omar al-Faruq ke tahanan
Amerika Serikat, yang ketika itu diidentifikasi sebagai agen al-Qaeda paling

senior di Asia Tenggara.’®

“Moch. Nur Ichwan dan Ahmad Muttagin, Agama dan Perdamaian, Dari Potensi
Menuju Aksi (Yogyakarta: CR-Peace, 2012), vi.

2\Wacana yang mendukung program pembangunan pemerintah, menerima ideologi
Pancasila, mengembangkan hubungan harmonis dengan non-Muslim, dan menolak gagasan negara
Islam. Zainal Abidin Bagir, ‘Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia’, dalam Conservative
Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme (Bandung: Mizan Publika, 2014), 12.

1BBAngel M. Rabasa, ‘Southeast Asia: Moderate Tradition and Radical Challenge’, dalam
The Muslim World After 9/11, ed. Angel M. Rabasa (California: Rand Corporation, 2004), 396-
398.



Meski menghasilkan capaian yang signifikan dan bahkan mendapat
pengakuan internasional, hard power dirasa tidak efektif untuk jangka panjang.*
Upaya yang ditempuh pemerintah secara violence: melalui tindakan represif,
proses hukum, penangkapan, penyidangan, lalu eksekusi, merupakan upaya
memotong aksi teror dari tengah dan dianggap tidak menyentuh akar
permasalahan.’® Fenomena gerakan fundamentalisme, radikalisme, dan aksi-aksi
terorisme seharusnya tidak hanya diredam dengan menyasar para pendukung,
pelaku teror, dan mereka yang menjadi tahanan saja, melainkan juga harus
diperluas kepada organisasi masyarakat sipil.*® Bertolak dari hal itu, pendekatan
soft power yang bersifat preventif dianggap penting untuk menetralisir dan
mengantisipasi penyebaran ideologi radikalisme, khususnya yang bersumber dari
pemahaman keagamaan yang dianggap sebagai landasan aksi-aksi kekerasan.'’

Moderasi beragama dengan jargon harmony in diversity-nya,'® diusung
sebagai upaya meng-counter tantangan serius yang masih terus berkecamuk di
tengah kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia.’® Kerja moderasi
beragama, sebagai sebuah soft approach yang secara prinsip berusaha menjadi
penengah, perangkul, dan pengayom digadang-gadang menjadi satu upaya yang

tepat.?® Dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Tercatat tokoh-tokoh

14Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat, 38.

BMuridan dan Nurma Ali Ridlwan, Islam: Deradikalisasi dan Wacana Media
(Banyumas: Rizquna, 2020), 3.

6Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat, 80.

"Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat, 38.

8Malik dan Busrah, ‘Relasi Pemerintah dan Akademisi' 121.

Trisno Sutanto, dkk., ‘Menakar Moderasi Beragama: Pembacaan Kritis’, dalam Politik
Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis, ed. Zainal Abidin Bagir dan Jimmy
M.1, Sormin (Jakarta: Gramedia, 2022), 8.

®Ma’mun Murod Al-Barbasy, ‘Moderasi Beragama Tanpa Makna’, Universitas
Muhammadiyah Jakarta, 2022 <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>.



perwakilan organisasi masyarakat keagamaan: Imam Pituduh (Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama), Amar Faozan (Pengurus Pusat Muhammadiyah), Budi
Tanuwibowo (Majelis Tinggi Agama Khonghucu), Profesor Filip (Persatuan
Umat Buddha Indonesia), menyambut positif gagasan tersebut. Argumentasinya,
bahwa indikator-indikator kunci dalam program moderasi beragama seperti
komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan pada tradisi
sejalan dengan ajaran masing-masing agama yang mereka yakini.?:

Moderasi beragama sebagai solusi untuk merajut hidup harmonis?? cukup
gencar dikampanyekan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Negara
menganggarkan Rp. 21.945,4 miliar untuk keberhasilan program ini. Berbagai
kegiatan mulai dari seminar, webinar, upacara seremonial, hingga penyusunan
buku-buku modul dan buku ajar dilakukan dengan semarak. Melalui Peraturan
Presiden (Perpres) nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang dikeluarkan pada 17 Januari
2020, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu bagian ‘“Pembangunan
Karakter” yang menjadi strategi pembangunan sumber daya manusia.??

Pemerintah sadar bahwa moderasi beragama hanya akan efektif jika turut
melibatkan masyarakat sipil para pemangku kepentingan. Gaung akbarnya tidak
lepas dari tokoh besar, kelompok, dan instansi-instansi keagamaan yang turut

terlibat menghadirkannya ke ruang publik.?* Nama-nama seperti Alissa Wahid,

ZSutanto, dkk., ‘Menakar Moderasi Beragama', 6.

22Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, 12.

Z3presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020.

24yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia
Abad ke-20 (Jakarta: Democracy Project, 2012), 63.



Ali Zawawi, Hadi Rahman, Kamaruddin Amin, Muchlis Hanafi, dan Yudi Latif
kemudian tercatat sebagai penashih buku “Moderasi Beragama” sebagai prinsip
yang mendasari kampanye dalam program deradikalisasi.?® Selanjutnya, pada 29
Oktober 2019 Kementerian Agama mengirim surat edaran kepada seluruh rektor
dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk
membuat dan menata “Rumah Moderasi Beragama”. Masing-masing memberikan
respon positif. Meski dengan program kerja yang berbeda, Rumah Moderasi
dibuat untuk visi yang sama; membangun lingkungan keagamaan beradab.?® Di
samping PTKIN, dua organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah tidak luput dilibatkan dalam kampanye. Keterlibatan Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah jelas punya pijakan politis-historis yang kuat.
Keduanya menjadi bagian penting dari diterimanya Pancasila sebagai dasar dan
ideologi bangsa.?” Tidak heran jika keduanya kemudian secara resmi mendukung
dan mengadvokasi toleransi, pluralisme, dan perlindungan kelompok minoritas
dalam banyak kesempatan.?®

Kontestasi dan dialektika narasi moderasi beragama sebagai upaya
deradikalisasi akan terus bergulir. Usaha penyeragaman masyarakat Indonesia atas
sikap toleran terus dilakukan. Dalam konteks historis, tidak dapat dinegasikan

bahwa deradikalisasi melalui program moderasi beragama yang dikembangkan

Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, Xi.

%Rumah moderasi diasosiasikan sebagai pusat pendidikan, pendampingan, pengaduan,
penguatan wacana, juga memfasilitasi pergerakan wacana moderasi beragama. Rifki Rosyad,
‘Urgensi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui
Media Digital’, dalam Kampanye Moderasi Beragama, Dari Tradisional Menuju Digital
(Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 273.

2’Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat, xii-xiii.

BUnited States Department of State: Office of International Religious Freedom,
International Religious Freedom Report for 2020 (United States, 2021), 23.



era Reformasi adalah kelanjutan dari kerja nasional oleh pemerintah-pemerintah
sebelumnya. Kebijakan deradikalisasi menjadi kelanjutan proses nation and
character building di era Sukarno serta kebijakan penghayatan dan pengamalan
Pancasila pada pemerintahan Suharto. Titik perbedaan hanya terletak pada wujud
dan prioritas ancaman nasional, sesuai persepsi tiap-tiap rezim berdasar situasi
dan kondisi yang berkembang.?®

Dalam bukunya, Religion and Regulation in Indonesia, Ismatu Ropi
mengatakan bahwa dalam sejarah bangsa ini kebijakan keagamaan yang
diberlakukan selalu berkait-kelindan dengan rezim pemerintahan yang sedang
berkuasa. Dinamika dan perubahan kebijakan sudah cukup dipengaruhi oleh
faktor kepemimpinan dan kepentingan politik. Lebih lanjut dikatakan, setidaknya
muncul tiga faktor yang cukup berpengaruh dalam dinamika kebijakan negara
terkait agama: konstitusi, tipe rezim, dan kelompok agama.** Meminjam
ungkapan Rainer Forst (filsuf kontemporer), ‘“sebuah kebijakan merupakan
praktik kuasa dan dominasi. la membekukan identitas dan menghasilkan subjek-
subjek yang sudah didisiplinkan.”®* Berangkat dari tesis tersebut, penelitian ini
menjadi upaya untuk melihat sejauh mana relasi kuasa yang muncul dalam narasi
resmi moderasi beragama--mulai dari penyusunan dokumen resmi hingga

praksisnya—melalui berbagai kepribadian dan jaringan yang terbentuk.

Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat, ix.

%1smatu Ropi, Religion and Regulation in Indonesia (Gateway East, Singapore: Palgrave
Macmillan, 2017), 18-26.

3lwendy Brown dan Rainer Forst, The Power of Tolerance: A Debate, ed. Luca di Blasi
dan Christoph F. E. Holzhey (New York: Columbia Uniersity Press, 2014), 31-32.



B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang sebelumnya, tesis ini berusaha menjawab
beberapa pertanyaan berikut:
1. Mengapa negara berkepentingan untuk menjadikan moderasi beragama
sebagai program nasional?
2. Bagaimana konstruksi narasi resmi moderasi beragama?

3. Bagaimana relasi kuasa dalam narasi resmi moderasi beragama?

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini hendak mempertanyakan program moderasi beragama melalui
tiga fokus persoalan utama. Berangkat dari diskusi mutakhir perihal
menggemanya politisasi agama,® pertama, berusaha memahami alasan negara
untuk menjadikan moderasi beragama sebagai program nasional. Dalam hal ini,
konteks sosial politik yang membentuk akan dielaborasi secara mendalam.
Selanjutnya, kedua, eksplorasi terhadap konstruksi narasi resmi melalui dokumen
resmi moderasi beragama. Dari eksplorasi tersebut, ketiga, mendiskusikan relasi
kuasa melalui dominasi rezim.

Beberapa persoalan tersebut, secara umum turut bekontribusi pada diskusi
terkait reliabilitas konsep moderasi beragama, yang dewasa ini telah menjadi tren

global.®® Bahkan, PBB—melalui persidangan Majelis Umum--merasa perlu

%2Sumanto Al-Qurtuby, ‘Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia’,
Maarif, 13.2 (2018).
3Sutanto, dkk., ‘Menakar Moderasi Beragama', 5.



menetapkan tahun 2019 sebagai International Year of Moderation.3* Marak dan
dominannya diskursus moderasi beragama menarik perhatian untuk didedah
secara mendalam. Selanjutnya, perlu menelisik pengalaman dan pergulatan sosio-
historis agama dalam konteks dekat. Oleh karenanya, secara spesifik tesis ini
berkontribusi pada diskusi terkait moderasi beragama di Indonesia yang selama
ini ditempatkan sebagai solusi masalah sosial®® dan dianggap menjadi kata kunci

bagi agama di masa depan.®

. Kajian Pustaka

Ragam model pendekatan deradikalisasi telah dihadirkan di berbagai
negara.’’ Gabriel Hoeft mencatat setidaknya ada 40 program yang didedikasikan
untuk meng-counter radikal-terorisme.® Salah satu diantaranya adalah

moderasi,*® yang kini tengah menjadi diskursus terkemuka di Indonesia. Hal itu

34United Nations, ‘Resolutions Promoting Moderation, Establishing International Day of
Living Together in Peace Adopted by General Assembly’ (Meetings Coverage and Press Releases,
2017).

®Sumintak dan Iin Ratna Sumirat, ‘Moderasi Beragama dalam Perspektif Tindakan
Sosial Max Weber’, Al-Adyan, 3.1 (2022); Sri Wahyuni, dkk., ‘Moderasi Beragama dalam
Menangkal Bahaya Disintegrasi Bangsa, Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur’an’, Al-
Asas, 6.1 (2021); Mhd. Abror, ‘Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan
Keberagaman’, Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 1.2 (2020); Priyantoro Widodo dan Karnawati,
‘Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia’, Pasca: Jurnal Teologi Dan
Pendidikan Agama Kristen, 15.2 (2019).

%Bartolomeus Samho, ‘Urgensi Moderasi Beragama untuk Mencegah Radikalisme di
Indonesia’, Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora, 2.1 (2022).

87Alex P. Schmid, ‘Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A
Conceptual Discussion and Literature Review’ (ICCT Research Paper, 2013); International Peace
Institute, A New Approach? Deradicalization Programs and Counterterrorism, 2010; Paul K.
Davies, dkk., Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together (Santa Monica:
Rand Corporation, 2009).

38Gabriel Hoeft, ‘Soft Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits
of Deradicalization Programs’ (International Institute for Counter-Terrorism, 2015), 58.

%Arie W. Kruglanski dkk, ‘The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How
Significance Quest Impacts Violent Extremism’, Advances in Political Psychology, 35.1 (2014).
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ditengarai dengan maraknya kampanye yang dilakukan berbagai kalangan,*® juga
riset-riset dari sudut pandang agama,*! sosial,*? budaya,*® hingga pendidikan**
yang kian menjadi tren baru di kalangan akademisi.

Moderasi beragama sebagai solusi atas problem intoleransi dan radikal-
terorisme di Indonesia, ditegaskan Kamaruddin Amin* dan Masdar Hilmy*
melalui argumentasinya terkait peran moderasi beragama dalam mendukung
stabilitas perdamaian. Guru Besar Sosiologi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya,
Ahmad Zainul Hamdi bahkan mengajak masyarakat untuk melihat moderasi
beragama sebagai sebuah diskursus yang dibangun untuk menghadapi tantangan

serius; fenomena kekerasan atas nama agama, tingginya tingkat intoleransi, dan

40paelani Setia, Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital
(Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama Uin Sunan Gunung Djati, 2021).

4 Ade Jamarudin, dkk., ‘Implementing Religious Moderation Using the Perspective of the
Qur’an’ (KnE Social Sciences: International Conference: Transdisciplinary Paradigm on Islamic
Knowledge, 2022); Farhan Triana Rahman, ‘Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb, Kajian
Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS Al-Bagarah Ayat: 143 Dalam Kitab Fi Zhilali Al-
Qur’an’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021); Sania Alfaini, ‘Perspektif Al-Qur’an
tentang Nilai Moderasi Beragama untuk Menciptakan Persatuan Indonesia’, Permata, 2.2 (2021);
Erwin Mahrus, dkk., ‘Messages of Religious Moderation Education in Sambas Islamic
Manuscripts’, Madania, 24.1 (2020).

42yudhi Kawangung, ‘Religious Moderation Discourse in Plurality of Socil Harmony in
Indonesia’, International Journal of Social Sciences and Humanities, 3.1 (2019); Fatmawati
Anwar dan Islamul Haq, ‘Religious Moderation Campaign Through Social Media at Multicultural
Communities’, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 12.2 (2019); Muhammad
Alvridho Prayoga, dkk., ‘Moderasi Beragama Antara Umat Muslim dan Kristen di Desa Sigara-
Gara Kecamatan Patumbak’, Islam & Contemporary Issues, 1.2 (2021).

43Zaitur Rahem, ‘Ajaran Moderatisme Beragama Pada Tradisi Ngunjeng Tandhe’
(Annual Conference for Muslim Scholars, 2022); Ahmad Abdul Rouf, ‘Indonesia sebagai Center
Point Moderasi Beragama’, Jurnal Al Ghazali, 5.1 (2022).

#Silvia Rahmelia dan Chris Apandie, ‘Fostering Religious Moderation’s Perception in
the 4.0 Era: Citizenship Education Challenge’, Advances in Social Science, Education and
Humanities Research, 418 (2021); Donny Khoirul Aziz, dkk., ‘Pancasila Educational Values in
Indicators Religious Moderation in Indonesia’, Fitrah: Jurnal Kajian IImu-llmu Keislaman, 7.2
(2021).

“Kamaruddin Amin, ‘Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam’, dalam Moderasi
Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia, ed. Arifin Ahmala (Yogyakarta: LKiS, 2019).

%Masdar Hilmy, ‘Cetak Biru Moderasi Beragama: Urgensi Panduan Normatif dan
Aplikatif’, dalam Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia, ed. Ahmala Arifin
(Yogyakarta: LKiS, 2019).
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maraknya pemahaman keagamaan yang eksklusif.#” Klaim senada disampaikan
Avrifinsyah, dkk.,*® Demsy Jura,*® Ulfatul Husna,®® Lutfatul Azizah,> Babun
Suharto, dkk.,> Paelani Setia,>® Elis Teti Rusmiati,>* dan Mustagim Hasan.>®
Pandangan sedikit berbeda muncul dari Zainal Abidin Bagir dan Jimmy
M.l. Sormin. Bukan sekadar merespon Kkrisis kebangsaan pada persoalan
intoleransi dan radikal-terorisme, keduanya juga menempatkan moderasi
beragama sebagai kebijakan resmi pemerintah terkait tata kelola keagamaan.
Bahkan keduanya mempertanyakan, apakah gagasan dan program moderasi
beragama mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirumuskannya. Di
samping itu, apakah program demikian sejalan dengan komitmen demokrasi?
Karena di sana muncul kekhawatiran akan membuka jalan bagi kontrol,
pembatasan dan intervensi dari negara secara berlebihan.®® Sebagaimana yang

telah terjadi di beberapa negara.>’

4Sutanto, dkk., ‘Menakar Moderasi Beragama', 8.

“®Arifinsyah, dkk., ‘The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in
Indonesia’, Esensia, 21.1 (2020).

“Demsy Jura, ‘Religious Moderation: An Approach of Religious Life in Indonesia’,
Jurnal Inovasi Penelitian, 1.10 (2021).

S0Ulfatul Husna, ‘Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo, Suatu
Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme’ (Uin Sunan
Ampel Surabaya, 2020).

SIutfatul Azizah, Refleksi Moderasi Beragama dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah
Lombok (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

2Babun Suharto, dkk., Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia (Yogyakarta:
LKiS, 2019).

3Setia, Kampanye Moderasi Beragama.

4Elis Teti Rusmiati, ‘Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah
Tumbuhnya Radikalisme’, Jurnal Abdi Moestopo, 5.2 (2022).

SMustaqim Hasan, ‘Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa’, Jurnal
Mubtadiin, 7.2 (2021).

%6Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, ‘Epilog: Cukupkah Menjadi Moderat?,
dalam Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis (Jakarta: Gramedia,
2022), 168.

S"Peter Beyer, ‘Constitusional Privilege and Constituting Pluralism: Religious Freedom in
National, Global, and Legal Context’, Journal for the Scientific Study of Religion, 42.3 (2003).
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Bertolak dari ragam tren kajian yang ada, riset ini hendak mengeksplorasi
lebih jauh kekhawatiran Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin. Juga para
peneliti yang melakukan tinjauan kritis, yang turut berkontribusi dalam buku
Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama.®® Jika dalam riset tersebut sampai
pada kesimpulan bahwa munculnya moderasi beragama sehingga menjadi
diskursus dominan adalah karena peran dari pemerintah untuk menempatkannya
dalam program nasional, tesis ini mendiskusikan lebih jauh perihal aktor-aktor di
balik besarnya gaung moderasi beragama. Sebuah ide yang turut diilhami oleh
Peter Mandaville dan Melissa Nozell yang menilai bahwa beberapa tahun terakhir
kebijakan melawan ekstremisme kekerasan tertarik untuk melibatkan aktor-aktor

agama dalam proses diskusi, hingga implementasinya.®

. Kerangka Teori

Jika dilacak jauh ke belakang, istilah radikal sebenarnya telah dipakai
sejak abad ke-18, di mana sering dikaitkan dengan revolusi Prancis dan Amerika.
Di abad ke-19 mengalami pergeseran, maknanya diperluas untuk merujuk pada
agenda politik yang menganjurkan pembaruan sosial dan politik secara
menyeluruh. Tidak sedikit partai politik yang menyebut diri mereka radikal,
terutama dalam isu-isu seperti menganjurkan republikanisme. Pada abad ini istilah
‘radikal’ hampir sama terhormatnya dengan liberal. Orang yang menyebut dirinya

sebagai radikal biasanya adalah orang-orang reformis; aktivis tanpa kekerasan.

%Riset yang dimuat dalam buku ‘Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama’ dilakukan
oleh; Danial Sutami Putra, Donald Qomaidiasyah Tungkagi, Maufur, Suhadi Cholil, Trisno
Subiakto Sutanto, Woro Wahyuningtyas, Zainal Abidin Bagir, dan Jimmy M.I. Sormin.

Peter Mandaville dan Melissa Nazell, ‘Engaging Religion and Religious Actors in
Countering Violent Extremism’, United States Institute of Peace, 2017, 3.
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Mereka umumnya merujuk pada posisi politik liberal, anti-klerikal, pro-
demokrasi, progresif, dan kontemporer. Dalam kurun waktu kurang dari satu
abad, konsep radikal berubah cukup drastis; merangkul anti-liberal.®° Perubahan
ini merujuk pada muslim “radikal”®® yang cenderung memiliki penafsiran Al-
Qur’an secara literal dan berusaha berpegang erat pada model normatif berdasar
teladan Nabi Muhammad. Di mana kegiatannya berkisar pada proyek intelektual,
misionaris, politik, hingga tindak kekerasan.%

Karakter ini salah satunya diilustrasikan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) ketika mendiskusikan karakter radikal. BNPT
mengelompokkannya dalam tiga karakter: (a) radikal melalui gerakan dakwah,%
(b) melalui gerakan politik,%* (c) kelompok teroris yang dicirikan dengan tindak
kekerasan dalam melancarkan misinya. Lebih lanjut, BNPT mengafirmasi bahwa
pengelompokan karakter ini hanyalah secara garis besar. Dalam praktiknya,
radikalis bisa berupa kombinasi dari ketiganya: mengafirkan, ingin mengganti
dasar negara dan melakukan tindak kekerasan, bahkan pembunuhan.®® Secara

spesifik BNPT membuat tipologi radikal di Indonesia dalam lima kategori:

80Schmid, ‘Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation’, 6-7.

1Kelompok yang mencari perubahan dramatis dalam masyarakat dan negara dengan
penerapan syariah (hukum Islam).

2Greg Fealy, ‘Radical Islam in Indonesia: History, Ideology and Prospects’, in Local
Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia (Australian Strategic Policy Institute, 2005), 13.

®Mereka adalah kelompok yang hanya memilih jalur dakwah dalam menyebarkan
ideologinya. Kelompok ini bersikap intoleran terhadap perbedaan, menyalahkan (mengkafirkan)
praktik keyakinan agama lain, serta membidahkan kelompok yang tidak sepaham dengannya.
Gerakan ini dianggap tidak cukup berbahaya, namun menjadi tahap awal dalam menanamkan
sikap eksklusif dan intoleran.

®Dicirikan dengan keinginannya untuk mengganti ideologi negara dengan menegakkan
Negara Islam atau sistem khilafah, dan biasanya menolak sistem demokrasi dan Pancasila.

85Suaib Tahir dkk., Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN
Dan Perusahaan Swasta (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia), 2020), 14-
15.
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Tipologi Deskripsi Contoh
Radikal Kelompok yang secara gagasan radikal, Hizbut Tahrir Indonesia
Gagasan ~ namun tidak mendukung kekerasan. (HTD), Majelis
Mujahidin Indonesia
(MMI), Jamaah
Ansharut Tauhid (JAT)
Radikal Kelompok ini bergerak dalam bentuk Front Pembela Islam
Non- residivis kelompok radikal non- (FPI)
Teroris terorisme, gengsterian atau vandalisme.
Mereka memperjuangkan syariat Islam
dengan cara melakukan kekerasan.
Namun tidak memiliki misi untuk
mengubah negara.
Radikal Kelompok milisi yang terlibat dalam Laskar Jihad, Laskar
Milisi konflik komunal seperti konflik Ambon Jundullah, dan Laskar
dan Poso, namun tidak memiliki misi Mujahidin Indonesia
mengubah sistem negara. | |
Radikal Mempunyai tujuan untuk memisahkan Gerakan Aceh Merdeka
Separatis  diri dari Indonesia. (GAM), dan Negara
S Islam Indonesia (NI1)
Radikal Mempunyai tujuan untuk menegakkan Jamaah Islamiyah (JI),
Terorisme  hukum-hukum Islam dengan Jamaah Ansharut

melakukan aksi-aksi terorisme

Daulah (JAD)

Aktivitas Islam radikal biasanya cenderung mengadvokasi pengakuan

konstitusional terhadap syariat sebagai aturan hukum yang harus diikuti umat

Islam. Sebagian besar

tidak secara formal

menentang NKRI,

namun

menginginkan basisnya diubah--dari doktrin Pancasila yang netral agama menjadi

Islam. Sebagian yang lain menginginkan sistem negara kekhalifahan dengan dalih

sistem tersebut adalah bagian penting dari model asli masyarakat Islam.%® Dalam

sejarah peradaban manusia, agama menjadi sarana paling mudah menyulut emosi

dan memproduksi konflik. Dalam bingkai pemikiran mainstream membicarakan

®Fealy, ‘Radical Islam in Indonesia', 15-16.



15

agama berarti berbicara persoalan sakral; baik-buruk, benar-salah.®” Tidak sedikit
orang merasa bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya bukan sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan menganggap sebuah tugas suci agama
dan memang diperintahkan Tuhan.®®

Berangkat dari ragam aksi yang dilakukan kelompok-kelompok radikal
ini, Kemenag kemudian melancarkan program moderasi beragama. Program
tersebut selanjutnya dibaca ulang melalui skema ‘Analisis Wacana Kritis’
(selanjutnya ditulis AWK) yang ditawarkan Norman Fairclough:®° berangkat dari
teks (linguistik),”® praktik diskursif (tradisi interpretatif),’* hingga praksis sosial
(sosiologi),” dapat diketahui bagaimana konstruksi wacana moderasi beragama
hingga relasi kuasa yang terjadi di dalamnya. Pada prinsipnya AWK memang

melihat sebuah teks (wacana) sebagai medium dominasi dan kuasa,” atau dalam

67M. Afif Anshori, ‘Mencari Titik Temu Agama-Agama di Ranah Esoterisme: Upaya
Mengatasi Konflik Keagamaan’, Analisis, X11.2 (2012), 290.

®Ahmad Najib Burhani, Agama, Kultur (In) Toleransi, dan Dilema Minoritas di
Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2020), 29.

®Fairclough melihat Analisis Wacana Kritis (AWK) bukan hanya perihal pilihan atau
penerapan metode yang ada. Melainkan proses yang dipacu untuk mengonstruksi objek penelitian
menjadi topik penelitian. AWK tertarik pada bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk
mencapai tujuan-tujuan sosial. Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge:
Polity Press, 1992), 169.

Teks ditempatkan sebagai bentuk representasi sesuatu yang mengandung ideologi
tertentu. la dibongkar secara linguistik untuk melihat bagaimana suatu realitas ditampilkan atau
dibentuk. Bagaimana penulis mengonstruksi hubungannya dengan pembaca, dan bagaimana suatu
identitas hendak ditampilkan.

"Praktik diskursif berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Proses
produksi melekat pada pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, lingkungan sosial, kondisi, keadaan,
konteks, dan sebagainya yang dekat pada diri pembuat teks. Sementara konsumsi teks bergantung
pada pengalaman, pengetahuan, konteks sosial yang berbeda dari pembuat teks atau pada diri
pembaca.

"2Praksis sosial adalah diensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks..

Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, ‘Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di
Panggung Orde Baru’, dalam Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru,
ed. Ariel Haryanto (Bandung: Mizan, 1996), 16.



bahasa Muhammad AS Hikam, “AWK selalu peka terhadap kuasa yang

senantiasa hadir bersama wacana.
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Narasi Resmi Moderasi Beragama dengan
Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough
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Analisis teks dipakai
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kualifikasi “moderat”

dalam dua dokumen
resmi

Praktik diskursif
untuk menemukan
relasi antara wacana
“moderat” dalam
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dengan wacana yang
telah dibangun ormas
keagamaan Islam
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membaca keterlibatan
organisasi keagamaan

Islam dalam
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lanjut diaplikasikan
melalui Praksis Sosial
Pierre Bourdieu

!

'

\

Dengan habitus
diketahui bagaimana
pandangan para
organisasi keagamaan
Islam terhadap
moderasi beragama

Kapital melihat apa
yang dimiliki ormas
keagamaan Islam
untuk menempatkan
dirinya sebagai pilar
moderasi beragama

Arena menunjukkan
siapa yang berhasil
menjadi aktor utama
dalam program
moderasi beragama

Berangkat dari skema Fairclough, dua dokumen resmi, Moderasi
Beragama dan Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama dibaca
ulang dengan teori analisis teks dan praktik diskursif. Analisis teks digunakan
untuk melihat bagaimana Kementerian Agama merumuskan moderasi beragama.

Namun, titik tekan lebih diarahkan pada aspek ‘pengertian’ serta ‘kualifikasi’

"“Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: LP3ES, 1996), 56.
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moderat. Sedangkan praktik diskursif dipakai untuk melihat kedekatan antara
wacana moderasi beragama yang dirumuskan Kemenag dengan wacana-wacana
“moderat” yang telah dibangun ormas keagamaan Islam.

Kendati tesis ini mengadaptasi skema Fairclough, namun dalam analisis
praksis sosial mengikuti pola dari teori habitus, modal (kapital), dan arena Pierre
Bourdieu. Bourdieu yang memiliki rumus generatif dunia sosial ‘(Habitus X
Modal) + Arena = Praksis’ menjadi alat bantu yang relevan untuk melihat relasi
kuasa yang terjadi antara Kemenag selaku pemilik kebijakan dengan ormas
keagamaan Islam selaku pendukung program moderasi beragama. Dengan
habitus’™ dapat diketahui siapa saja organisasi keagamaan Islam yang memiliki
pandangan serupa atau setuju dengan moderasi beragama. Modal’® dipakai untuk
membaca hal apa saja yang dimiliki ormas keagamaan Islam untuk menempatkan
dirinya sebagai pilar moderasi beragama. Sedangkan arena’’ adalah konteks di
mana terjadinya kontestasi antar ormas keagamaan Islam, yang selanjutnya

melahirkan aktor utama dalam program moderasi beragama.

SHabitus merupakan struktur mental atau kognitif, kerangka penafsiran untuk memahami
dan menilai realitas sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan. Habitus dapat diartikan nilai-
nilai, pandangan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah yang diserap manusia dari sekeliling
dan pada tahap selanjutnya menjadi gaya hidup, perspektif, world view. Pierre Bourdieu,
Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, ed. Richard Nice (Cambridge: Harvard
University Press), 170.

6K etika berbicara modal, Bourdieu mengembangkan konsepsinya sendiri secara menarik.
Bertolak dari Marx yang mengkategorikan bentuk modal dengan merujuk pada penguasaan
ekonomi, Bourdieu, berangkat dari pemikirannya, bahwa kepentingan atau sumber daya yang
dipertaruhkan dalam arena tidak mesti berbentuk materi kemudian menambah tiga aspek; sosial,
budaya, dan simbolik. Bourdieu, Distinction: A Social Critique, 124.

""Secara terminologis, Bourdieu menuliskan: dalam terminologi analitik, sebuah ranah
bisa didefinisikan sebagai sebuah jaringan, atau konfigurasi, hubungan-hubungan objektif
antarberbagai posisi. Bourdieu, Distinction: A Social Critique, 226-227.
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F. Metode Penelitian

Sumber data utama dalam kajian ini berasal dari hasil penelitian pustaka.”
Dua dokumen resmi terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,
buku Moderasi Beragama dan Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi
Beragama menjadi pijakan paling awal sebagai bahan analisis untuk mendapat
konsep utuh terkait konstruksi narasi moderasi beragama. Pada fase ini, ‘analisis
teks’ dan ‘praktik diskursif® ala Norman Fairclough diaplikasikan untuk
melakukan pembacaan kepada dua dokumen resmi tersebut. Sebagai data
pendukung, riset-riset dari peneliti sebelumnya—buku, tesis, artikel—tentu tidak
dapat dinafikan perannya dalam membantu proses analisis. Di antara yang paling
dekat adalah buku Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama yang telah
membuka jalan untuk melakukan suatu tinjauan Kritis atas program tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana proses diseminasi moderasi
beragama dilakukan, penulis memanfaatkan data-data online dari media sosial.
Selama periode riset penulis aktif mengamati gagasan dan kegiatan-kegiatan
seremonial moderasi beragama yang dimuat dalam website resmi Kemenag,
ormas keagamaan Islam, serta lembaga-lembaga terlibat. Di samping untuk
mendapatkan data terkait bagaimana moderasi beragama didiseminasikan, juga
sebagai upaya melacak siapa saja aktor-aktor yang berperan. Ini menjadi modal
penting untuk melihat relasi kuasa dalam moderasi beragama. Perlu diakui bahwa
apa yang digambarkan dalam tesis ini turut berangkat dari anjuran Talal Asad,

agar melihat bagaimana kondisi historis dan relasi kuasa yang berkait-kelindan

BMestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008).
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dalam fenomena keagamaan.” Dalam tahapan ini data dibaca dengan ‘Praksis

Sosial’ Pierre Bourdieu.

. Sistematika Pembahasan

Diskusi dalam tesis ini dibagi menjadi enam bab yang terdiri dari;
pertama, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan beberapa hal penting meliputi (a)
latar belakang persoalan mengapa mendiskusikan negara dan deradikalisasi
keagamaan dengan fokus perhatian pada moderasi beragama, (b) rumusan
persoalan penelitian, (c) tujuan dan kontribusi penelitian, (d) penelitian-penelitian
terdahulu tentang moderasi beragama, baik yang sifatnya apresiatif maupun Kritis,
(e) kerangka teoritis sebagai alat bantu untuk menganalisis konstruksi wacana
resmi dalam dokumen resmi moderasi beragama serta relasi kuasa yang
dihadirkan, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika pembahasan.

Selanjutnya, Bab Il menyajikan konteks Indonesia di era Reformasi
dengan perhatian khusus pada demokratisasi yang menyertainya. Bab ini melihat
bahwa kran kebebasan yang diproduksi demokrasi turut berdampak pada semakin
luasnya ruang gerak bagi kelompok konservatif untuk mengekspresikan
keberagamaannya. Dibuktikan oleh beberapa kasus seperti terorisme yang terjadi
secara berkala, diberlakukannya politik syariat, penolakan terhadap liberalisme
Islam secara terang-terangan, gerakan 212, serta tumbuh suburnya hate speech

atas nama agama.

SArgumentasi Asad bermula dari upayanya untuk mengkritik pendekatan Clifford
Geertz. Dalam melakuan riset fenomena keagamaan--alih-alih mempersoalkan makna ajaran dan
praktik, termasuk simbol-simbol dan ritualnya sebagaimana sering dilakukan Geertz. Talal Asad,
‘Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz’, Man: New Series, 18.2 (1983),
237-259.
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Serangkaian kasus yang menyertai Reformasi menghadirkan respon dari
pemerintah Indonesia, yang selanjutnya dibahas dalam Bab I1l1. Bab ini
menginformasikan bahwa dalam mengatasi radikalisasi keagamaan pemerintah
telah menerbitkan hukum anti-terorisme; mendirikan lembaga Detasemen Khusus
(Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); serta
memberikan kewenangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) untuk membubarkan ormas keagamaan radikal. Karena
pendekatan yang ada dirasa masih belum cukup optimal, untuk melengkapinya,
pemerintah mengadvokasi gagasan moderasi beragama oleh Kementerian Agama
(Kemenag).

Gagasan moderasi beragama didiskusikan lebih lanjut pada Bab IV.
Dalam bab ini fokus diskusi diarahkan pada eksplorasi konstruksi wacana resmi
moderasi beragama melalui buku Moderasi Beragama dan Peta Jalan (Roadmap)
Penguatan Moderasi Beragama. Namun sebelum mendiskusikan ini, fungsi
ideologis Kemenag di era Reformasi serta program moderasi beragama dibahas
lebih dahulu. Berangkat dari sajian ini, konstruksi wacana moderasi beragama
dilihat melalui dua poin, yaitu, pengertian dan klasifikasi “moderat” menurut
program moderasi beragama.

Setelah mendiskusikan konstruksi wacana resmi moderasi beragama,
diskusi di Bab V mengeksplorasi terjadinya relasi kuasa di balik program
moderasi beragama. Secara khusus diskusi ini ditujukan untuk memperlihatkan
bahwa NU dan Muhammadiyah adalah pilar moderasi beragama, dengan

menempatkan NU sebagai aktor utama. Namun sebelum sampai pada pembahasan
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ini, terlebih dahulu disajikan bentuk dukungan untuk program moderasi beragama
yang datang dari berbagai ormas keagamaan Islam. Dibuktikan melalui artikel dan
berita yang terbit pada masing-masing website resminya.

Terakhir, Bab VI berisi kesimpulan dari seluruh hasil diskusi dalam tesis.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sejak akhir periode Suharto (Mei 1998) Indonesia melakukan transisi menuju
demokrasi yang mengandung konsekuensi terbukanya ruang bagi lebih banyak
kelompok untuk memperjuangkan aspirasinya. Indonesia menyaksikan
pertumbuhan secara stabil dari varietas islamisme konservatif yang baru dan
tegas. Diekspresikan paling jelas dalam proliferasi terorisme, politik syariat,
perlawanan terhadap liberalisme Islam, gerakan 212, hingga tumbuh suburnya
hate speech atas nama agama. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa
upaya penanganan dengan dibentuknya Detasemen Khusus (Densus) 88,
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta ditetapkannya
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pembubaran ormas
keagamaan radikal. Namun pemerintah Indonesia tampaknya menyadari
bahwa pendekatan yang ada masih belum cukup optimal; medan pertempuran
bukan hanya bersifat militeristik dan keamanan, melainkan juga menyangkut
budaya dan ideologis. Dari kesadaran tersebut selanjutnya pemerintah--
melalui Kemenag--mengadvokasi gagasan moderasi beragama dan ditetapkan
sebagai salah satu dari arah kebijakan negara dalam RPJMN 2020-2024.
Moderasi beragama dimaksudkan untuk membangun karakter sumber daya

manusia Indonesia yang moderat: yang berpegang teguh pada esensi ajaran

157
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dan nilai agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, serta
menjunjung tinggi komitmen kebangsaan.

Moderasi Beragama menerbitkan dua dokumen utama, yaitu buku Moderasi
Beragama yang dalam tesis ini ditulis sebagai Buku Induk dan Peta Jalan
(Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama yang ditulis sebagai Roadmap.
Dalam dokumen tersebut dapat diketahui bagaimana Kemenag sebagai
leading sector moderasi beragama merumuskan ulang pengertian “moderat”
dengan memperhatikan konteks ke-Indonesia-an. “Moderat” ditempatkan
sebagai cara pandang serta praktik beragama yang mampu melindungi
martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Kemenag juga
menentukan indikator atau standar keberhasilan moderasi beragama yang
terejawantah dalam empat hal: pertama, sikap penerimaan terhadap konstitusi
yang telah disepakati. Dibuktikan dengan menjalankan kewajiban sebagai
warga negara yang sejalan dengan butir-butir Pancasila dan UUD 1945, serta
mengakui bahwa NKRI bukanlah negara teokratis maupun sekuler sehingga
tidak memaksakan satu agama sebagai ideologi negara; kedua,
membudayakan toleransi. Toleransi yang dimaksud moderasi beragama adalah
bentuk toleransi kepada antar-agama dan intra-agama yang bukan sekadar
menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, melainkan
juga turut aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerja
sama dalam kehidupan sosial budaya. Hanya saja, moderasi beragama
mengecualikan untuk bersikap toleran terhadap kelompok-kelompok radikal-

ekstremisme; ketiga, merawat budaya damai anti-kekerasan. “Moderat” dalam
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kacamata moderasi beragama ditandai dengan pemahaman bahwa agama
adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan sebagai
alasan untuk mencegah kemunkaran dengan cara kekerasan atau diskriminasi;
keempat, menerima budaya indigenos. Dalam hal ini individu atau kelompok
yang disebut “moderat” adalah mereka yang menunjukkan tradisi keagamaan
yang tidak kaku. Ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan
perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran
normatif.

Pasca terbentuknya konstruksi wacana resmi moderasi beragama, pemerintah
secara serius melakukan diseminasi dengan menggandeng beberapa elemen
masyarakat dan pemerintahan; termasuk ormas keagamaan Islam moderat
yang diyakini sebagai salah satu bagian penting untuk menahan tumbuh
suburnya kelompok radikal-ekstremisme. Dari data-data yang ditemukan
dalam website resmi masing-masing ormas keagamaan Islam, sedikitnya ada
10 ormas yang menunjukkan respon positif atas hadirnya program moderasi
beragama. Mereka turut serta membumikan gagasan moderasi beragama
dengan mempublikasikan beberapa artikel, juga dengan melaksanakan
beberapa kegiatan seremonial. Bahwa program diplomasi publik di era
Reformasi hanya akan berhasil jika mendapat dukungan, otoritas, dan
legitimasi dari kelompok atau organisasi dengan keanggotaan yang besar,
menjadikan negara—secara langsung ataupun tidak—membangun aliansi
dengan kelompok-kelompok tersebut. Akibatnya, meski respon positif bahkan

dukungan ditunjukkan oleh banyak ormas keagamaan Islam, ada beberapa
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yang kemudian mendapat tempat istimewa. NU dan Muhammadiyah yang
dalam sejarahnya telah memainkan peran penting tidak hanya dalam
kehidupan Islam, melainkan juga dalam kehidupan politik dan sosial, adalah
dua kelompok yang ditempatkan sebagai pilar moderasi beragama. Pada
tingkat wacana, indikator-indikator “moderat” yang ditetapkan Kemenag
adalah prinsip yang sejak lama diperjuangkan dua ormas arus utama tersebut.
NU dan Muhammadiyah, masing-masing telah merumuskan wacana Islam
Nusantara dan Islam Berkemajuan untuk memantapkan peran Indonesia
sebagai negara yang berkontribusi terhadap pengembangan demokrasi dan
upaya bina damai. Oleh karenanya, untuk menghindari moderasi beragama
dipandang sebagai inisiatif yang bersaing, Kemenag perlu bekerja dengan NU
dan Muhammadiyah untuk berkoordinasi serta memutuskan platform bersama.
Hanya saja, keberhasilan NU dalam mengkooptasi serta mengontrol wacana
keberagamaan dari Conservative Turn menuju Traditionalist Turn, juga
aliansi yang dibangun dengan Joko Widodo berdampak pada diperolehnya
posisi yang lebih strategis. Pada praktiknya, meski NU dan Muhammadiyah
dijadikan sebagai best practice bagi moderasi beragama dalam melakukan
counter terhadap radikalisme serta menggali kisah sukses dalam menguatkan
paham moderat, NU sebagai kelompok tradisionalis memiliki peran dan akses
yang lebih besar dalam kampanye moderasi beragama. Di samping jabatan-
jabatan dalam Kemenag yang merupakan sektor penting diseminasi moderasi
beragama banyak dipegang NU, sejak penyusunan dokumen resmi moderasi

beragama, intelektual NU diberikan ruang yang lebih besar untuk ikut andil.
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Adapun preferensi paling jelas dapat dilihat misalnya pada Annual
International Conference on Islamic Studies, di mana menempatkan para
intelektual NU untuk berbicara seputar tema-tema perdamaian serta dukungan

negara kepada G20 Religion Forum.

B. Saran

Tesis ini telah berusaha memahami konstruksi wacana dan relasi kuasa
dalam moderasi beragama. Dengan mencoba melengkapi narasi dalam buku
Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama tesis ini menawarkan pandangan
bahwa pada setiap kebijakan selalu menghadirkan pihak-pihak yang diuntungkan.
Hanya saja, apa yang telah didiskusikan dalam tesis ini masih menyisakan banyak
kekurangan yang perlu dielaborasi lebih mendalam, di antaranya: Pertama,
konstruksi wacana lebih banyak ditekankan pada pembacaan atas teks.
Sebenarnya penekanan ini masih belum cukup kuat untuk menyimpulkan narasi
yang dibangun dalam program moderasi beragama. Penelitian berikutnya
diharapkan dapat memberi atensi khusus untuk melakukan pembacaan di balik
teks, seperti latar belakang dari para kontributor dokumen resmi serta melacak
lebih jauh referensi-referensi yang dipakai. Kedua, sumber data yang digunakan
untuk melihat proses diseminasi moderasi beragama masih lebih banyak
didominasi oleh publikasi dari media sosial. Kelemahan ini terjadi salah satu

faktor utamanya adalah keterbatasan waktu dan sumber dana.
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